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PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PACITAN

NQMOR 4 TAHUN 2003

TENTANG

SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN DAERAH

KABUPATEN PACITAN
DENGAN RAIMAT TUHAN YANG MAIIA ESA

BUPATI PACITAN

Daerah agar dapat berdaya guna dan berhasil guna, perlu memnjau

g

kembali Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Dacrah;

b. bahwa guna melaksanakan ketentuan tersebut pada huruf a diatés,
maka perlu menetapkan kembah Susunan Organisasi dan Tata Keqa
Perangkat Dagerah dengan menuangkan dalam Peraturan Daerah.

: 1. Undang-undang Nomor 12 Ta_hun 1950 tentang Pembentukan Daerah-
daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tunur (Lembaran
Negara Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara

Nomor 9);

2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok
Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 3041) jo Undang-undang Nomor 43 Tahun
1999 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974

Tentang Pokok-pokok chegawalan

H

-’

: a bahwa dalam rangka meningkatkan penyelenggaraan Pemerintahan
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Uﬁdéng—undaﬁg Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah
(Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran .

Negara Nomor 38390);
Undaog-undang Nomor 25 Tahim 1999 tentang Perimbangan

~ Keuangan antaru Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara

Tahun 1999 Nomor 72 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan

" Pemerintah dan Pemerintah Propinsi Daerah Otonom ;

Peraturan Pemei‘imaah Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman |
Otgamsasl Perangkat Daerah ;

Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan

Pegawal Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural ;

Kepﬁtusan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 2000 tentang

Pedoman Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah
Kabupaten / Kota ; | '

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 130-67 Tahun 2002 tentang.
Pengakuan Kewenangan Kabupaten/Kota ;

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PACITAN

MEMUTUSKAN

' Menetaphm : PERATURAN DAli RAHTENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN

TATA KERJA BADAN DAERAH KABUPATEN PACITAN.

BAB1
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini 'yang' dimaksud dengan ;

Pemerintah Daerah adalah Pe merintah Kabt paten Pacitan yang terdiri
daril Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah otonom yang lain
sebz;gai badan eksekutif daerah ; |

Kepala ﬁaerah adalah Bupati Pacitan ;
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- ¢. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD
| adalah bewaﬁ Perwékilan Rakyat Daerah Kabupaten Pacitan sebagai
* badan legislatif'; _
- d Sekretarfat Daerah adalah Sekretanat Daerah Kabupaten Pacitan ;
e Sekfetans Daerah adalah Sekretaris Daerah Kab upaten Pacitan;
' £ Peran:gkat Daerah adalah Sekretariat Daerah, Dinas Daerah, Lembaga -
Teknis Daerah, Kecamatan dan Kelurahén ;
g Jabatan Struktural adalsh kedudukan yang menunjukkan tugas,

L

- taoggung jawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil

* dalam rangka memimipin suatu organisasi Pemerintahan ; |
h' Jabatan fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas,
._ " tanggung jawdb ‘Wev'venéng dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil
. dalam suatu kesatuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya

. R didasarkan pada keahlian dan atau ketrampilan serta bersifat mandiri.
o _ BABII
e S PEMBENTUKAN
N Pasal 2

Deogan Peraturan Daerah ini dibentuk Badan Daerah Kabupaten Pacitan :
a Badan Perencanaan Pembangunan Daera.h,
b. Badan Pengawhsan; o
c. Badan Kepegawaian Daerah;

_. | ~ d Badan Pemberdayaan Masym'akaf; |

. o | e Bada;i Rumah Sakit Daeréh;

' £ Badan Penelitian dan Pengembangan;
" 8 Badah Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat

BAB in
KEDUDUKAN TUGAS, PUNGSI DAN SUSUNAN ORGANISASI

BagfanPertama .

_.BADAN PRRENCANAAN PEMBANGUNAN DARRAH

_ Paragraf §
- Kedndukan, Tngas dan Pnngsi

. .



e Pasal 3
| ' | (l.). Badan Pe_rencanaan Pemt;angunan_ Daerah - merupakan unsur -
penunjang Pemeritah Kabupaten, dipimpin oleh seorang Kepala yang
berada di bawah dan bertanggung jawzb képz.ida Bupati melalui
Sekretans Daerah; | i
(2) Badan . Perencanaan Pembangunan Daerah mempunyai tugas
memb_antu Bupatl dalam penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten
dalam bidang Perencanaan Pe mbangunan ;
(3) Untuk melaksanakan tugés sebagaimana térsebut dalam ayat (2) Pasal -
ini, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah mempunyai fungsi : .
a Pe:fumﬁsan kebijakanTgknié bi'dang perencanaan pembangunan

b. Pelayanan penunjang penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten .

. ] - _ B Paragraf_Z
| - ' -'SmnnanOrgagi:as'i .
© Pasal4
(1) Susunan _Organisasi Badan Perencanaan Pembaogunan Daerah terdiri
' dari: . X o
_.a' KépalaBadan;
.b. Sekretariat, membawahl

>

l) Sub Bagian Penyusunan Rencana Keglatan
- 2) Sub Bagian Umum dan Kepegawalan,
3) Sub BagianKeuangan
'¢. Bidang Pendataan dan Pelaporan membawahi :

. o .. _ ) l) Sub Bidang Pengumpulan Data, Dokumentasi dan Informasi;
' 2) Sub Bldang Analisa Data, Evaluasi dan Kerjasama
Pembangunan, _ '

3) Sub Bidang Statistik dan Pelaporan -
d . Bidang Ekonomi, membawahi : ‘ |
. li Sub Bidang Pertanian; _
_ 2j Sub Bidang Industri, Perdagangan dan Pariwisata;
3) Sub Bidang Koperasn, Usaha Kecil daa Menengah.
e. Bidang Sosial dan Budaya, membawahl
| 1) Sub Bidang Agama, Pendidikan dan Kebudayaan
\ 2) Sub Bidang Tenaga Kerja, Kependudukan dan Pemerintahan ; ;
3) Sub Bidang Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial.
. B : - f | Bldang Pisik dan Prasarana, membawahi : |

[y
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" 1) Sub Bidang Lingkungan Hidﬁp, Energi dan Sumber Daya
_ " Mineral ; _ : _
2) Sub Bidang Permukiman, Tata Ruang dan Tata Guna Tanah ;
3) Sub Bidang Pengairan, Perhubungan dan Telekomunlkasi.
g. Kelompok Jabatan Pungsional.

(2) Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris dan masing — masing Bidang
dipimpin oleh Kepala Bidang yahg berada di bawah dan bertanggung
jawab kepada Kepala Badan. _

(3) Masing — masing Sub Bagian dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang
berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

. (4) Masing - masing Sub Bidang dipimpin oleh Kepala Sub Bidang yang -

berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang yang -
membawahi. , .

(5) Bagan Susunan Oiganisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
sebagaimana tércantum dalam Lampiranl I, dan merupakan bagian
yang tidak terpisahkan darj Peraturan Daerah ini.

(6) Uraian tugas dan fungsi Sekretariat, Bidang, Sub Bagian dan Sub
Bidang diatur lebih lapjut dengan Keputusan Bupati. |

Bagian Kedua
‘BADAN PENGAWASAN

Paragraf 1

L_ Keduduk an, Tngas dan Pnngsl

Pasal §
(1) Badan Pengawasan merupakan unsur penunjang Pemerintah |
Kabupaten dipimpiu oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan
bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

(2) Badan Pengawasan mempunyai tugas membantu Bupati dalam

penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten dalam bidang pengawasan
(3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana tersebut dalam ayat (2)
pasal ini, Badan Pengawasan mempunyai fungsi :
a Perumusan kebijakan Teknis dibidang pengawasan;
-~ b, Pelayanim penunjang penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten.
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. : | . : | Paragraf2
' - | Snsnnan organisasi
Pasal 6
" (1) Susunan Organisasi Badan Pengawasan terdiri dari :
. Kepala Badan;
~ b, Sekretanat, membawahi :
l) Sub Bagian Umum dan Kepe gawaian,
2) Sub Bagian Keuangan; | _
3) Sub Bagian Program, Evaluasi dan Peiaporan;
¢. Bidang Pemerintahan dan Pertanahan, membawahi :
1) Sub Bidang Pemerintahan Desa dan Kelurahan
o . 2) Sub Bidang Pemerintahan Umum dan Pertanahan ;
. _ | . 3) SubBidang Kependudukan. '
| | " " d Bidan g Pendapatan dan Ke kayaﬁn Daerah, membawahi :
) | i) Sub Bidang Pajak dan Retribusi Daerah;
s - | o . i) Sub Bidang Pgndapafan Lain - lain Daerah;
. |  3) SubBidang Kekayaan dan Perusahaan Daerah.
] Bidang Pembangunan, membawahi :

-
o

' i) Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Perhubungan;
2) Sub Bidang Pembangunan Desa / Kelurahan;
3) Sﬁb Bidang Permukiman dan Pengembangan Wilayah;
o Bldang Kesatuan Bangsa dan Kepe gawanan, membawahi :
_ _ o - l) Sub Bidang Kesatuan Bangszg Perlmdungan Masyarakat dan
® 1AM,
o | 2) Sub Bidang Administrasi Kepegawaiar:
3) Sub Bidang Pembinaan Aparatur.
8 Bidan g Perekonomian dan Kesej ahteraan Sosial, membawahi : __
B 1) Sub Bidang Pertaman, Lingkungan Hndup Energi dan Sumber -
Daya Mineral; .
2) Sub Bidang Paﬁwisat& Koperasi, Pengusaha Kecil dan
.- | Menengah; , - '
3) Sub Bidang Pendidikan, Kebudayaan dan Agama;
: | 4) Sub Bidang Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial.
-~ h Kelompok Jabatan Pungsional.
(2) Sekretariat dnpunpm oleh Sekretans dan masing — masing Bldangj
dzplmpm oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung
.jawab kepada Kt;pala Badan.
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3) Mas:ing - masing Sub Bidang dipimpin oleh Kepala Sub Bidang yang
berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang yang
membawzhi, | ' _ ‘

(4) Masing-masing Sub Bidang dipimpin oleh Kepala Sub Bidang yang
berada dibawah dan .bertanggun'g jawab kepada Kepala Bidang yang

- membawahi.

(5) Bagﬁn Susunan Organisasi Badan Pengawasan sebagaimana tercantum
dalam Lampiran TT, dan merupakan bagian yang tidak terpisshkan dari
Pef:itufan Daerah ini.

(6) Uraian tugas dan fungsi Sekretariat, Bidang, Sub Bagian dan Sub

| Bidang .diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

_ Bagian Ketiga
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAI
Paragraﬁl _
Kedadakan, Tagas dan Fungsi
Pasal 7

(1) Badan Kepegawaian Daerah merupakan unsur penunjang Pemerintah
Kabupaten, dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan
bert::mggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah ;

(2) Badan Kepegawaian Daersh mempunyai tugas membantu Bupati
dalam penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten dalam bidang
keﬁegawaian; |

(3) Dalam meléksanakan tugas sebagaimana tersebut dalam ayat (2)

| Pasa] ini, Badan Kepe gawaian Daerah mempunyai fungsi :
a Perumusan kebijakan Teknis dibidang kepegawaian ;

b. Pelayanan penun;j ahg penyelenggaraan Pemerintahan Kabupatea

Paragraf 2

Susnnan Organlsail

Pasal 8
(1) Susunan Organisasi Badan Kepegawaian Daerah terdiri dari :
a KepalaBadan;
b. Sekretariat, membawahi :
1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
2) Sub Bagjan Keuangan,
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3) Sub Bagian Program, Evaluasi dan Pel poran,
¢. Bidang Mutasi, membawahi ;
i) “Sub Bidang Tenaga Pungsional;
2) - Sub Bidang Tenaga Struktural dan Administrasi;
3) Sub Bidang Jabatan dan Pemindahan.
d Bidang Administrasi Pembinaan dan Pengembangan Kepegawaian
1;1embawahi : |
1) Sub Bidang Pengadaan dan Pemberhentian;
2) SubBidang Pembinaan dan Pengembangan;
3.) Sub Bidang Kesejéhteraan Pe gﬁwai.
e Bidang Dokumeantasi, membawahi :
1) Sub Bidang Dokumeantasi dan Pelaporan;
2) SubBidang Pengolaban Data Pegawai,

f. Kelompok Jabatan Pungsional.

)

Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris dan masing - masing Bidang

_ dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung

@)

(4)

©)

(6)

jawab i(epada Kepala Badan ;

Masing ~ masing Sub Bagian dipinmpin oleh Kepala Sub Bagian yang
berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris ;

Masing - masiag Sub Bidang dipimpin oleh Kepala Sub Bidang yang
berada di bawah dan bertanggung jawab képada Kepala Bidang yang
membawahi ; _

Bagﬁn Susunan Organisasi Badan Kepegawaian Daerah sebagaimana
tercantum dalam Lampiran 1, dan metupakan bagian yang tidak
terp i#ahkan dari Peraturan Daerah ini ;

Uraian tugas dan fungsi Sekretariat, Bidang Sub Bagian dan Sub
Bidang diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

_ ~ Bagian Keempat
BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

~Paragraf i
Kedudukan, Tugas dan Pungsi

Pasal 9

(1) Badan Pembérdayaan_ Masyarakat merupakan uasur peaunjang

Pemerintah Kabupaten, dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di
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bawah dan bertanggung jawab kepada Bnpatx melalui Sekretaris
Daerah. | ' o |
Bad_an_ Pemberdayaan Masy#r.akét' mempunyai tugas membantu
Bu'p;ati dalam penyelenggaraan. Pemerintahan Kabupaten dalam
bldang pe mberdayaan masyarakat
Dalam melaksanakan tugas sebagalmana tersebut dalam ayat (2) Pasal

ini, Badan Pemberdayaan Masyarakat menpunyai fungsi : |
a Pe:umusan kebljakan teknis dlbldang pemberdayaan masyarakat;

b Pelayanan penunjang penyelenggaraan Pemermtahan Kabupatea

Paragraf'2

.~ Susunan Organisas] .

) Pasal 10
Susunan Grgamsasn Badan Pe mberdayaan Masyarakat terdiri dari :
a Kepala Badan
b. Sekretariat, membawahi :
l) Sub Baglan Umum dan Kepegawalan
: 2) Sub Bagian Keuangan;
| 3) Sub Bagian Program, Evaluasi dan Pelaporan.

e Bldang Ketahanan Masyarakat, membawahi :

1) Sub Bidang Kelembagaan -Masyarakat;
2) Sui)_ Bidéng Peogembangan SDM dan Kawasan Tertinggal ;
3) Sub Bidang Pengembangan Daerah Kerja Pe mbanguﬁan
d Bldang -Sosial Budaya dan - Usaha Ekonomi Masyarakat,
membawahl g |
| l) Sub Bidang Motivasi dan Swadaya Gotong Royong;
2) Sub Bldang Bantuan Pembangunan dan Perkreditan- '
Pe masaran - |
.3) Sub Bldang Usaha Ekonond Masyarakat
e. Bidang Teknologl Tepat Guna, ‘membawahi :
1) Sub Bidang Pengembangan dan Kerjasama TTG;
- 2) Sub Bidang Pemasyaraks;tan dan Bantuan TTG.
£ Bldang Pemberdayaan Perempuan membawahl
3 1) Sub Bidang Kesetaraan Gender ; |
2) Sub Bidang Peningkatan Kualitas dan Perlindungan Perempuan
8 Kelompdl_( Jabatan Pungsional
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(2) Sekr:etai-i.at 'dipimpin oleh Sekretaris dan masing — masing Bidang
dlplmpm oleh Kepala Bidang yang berada dl bawah dan bertanggung

" jjawab kepada Kepala Badan; '

(3) Masmg — masing Sub Baglan dlplmpm oleh Kepala Sub Bagian yang
berada di bawah dan bertanggung _;awab kepada Sekretaris ; '

4) Masmg masmg Sub Bidang dlplmpll'l oleh Kepala Sub Bidang yang

berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang yang

membawahl

- (5) Bagan Susunan OrgamsaSI Badan Pemberdayaan Masyarakat

sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV, dan mervpakan bagian
yanj tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini ;

~ (6) Uraian tugas dan fungsi Sekretariat, Bidang, Sub Bagian dan Sub . .

Bid'aJng_ diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

| Bagian Kellma
BADAN RUMAH SAKIT DAERAH ”

: Paragraf 1
Kedudukan, Tu;as dan Pnngsn

N | Pasal 11 _

(1) Badan Rumah Sakit Daerah merupakan unsur penunjang Pemerintah
Kabupaten, dipimpin oleh seorang Kepala dengan sebutan Direktur

‘ " yang berada di bawah dan bertanggung _;awab kepada Bupati melalui |
Sekretaris Daerah.

(2) Badan Rumah Sakit Daerah mempunyai tugas membantu Bupati dalam -

penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten dalam bidang pelayanan
' pengobatan di Rumah Sakit |
(3) Dalam melaksanakan tugas sebagalmana tersebut dalam ayat (2)
Pasal ini, Badan Rumah Sakit Daerah mempunyai fungsi : |
- a Perumusan kebl_;akan teknis dibidang pelayanan pengobatan
~ diRumah Sal-ut
b Pelayanan penun_;ang penyelenggaraan Pemermtahan Kabupaten.

Paragraﬂz

Snsnnan Orga:dsaii
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 Pasal 12 |
(1) Susunan Organisasi Badan Rumah Sakit Daerah terdiri dari ;
a Kepala Badan '
b. Sel&etariat, membawahi :
1) Sub Bagian Umum;
2) Sub Bagian Kepegawaian;
3) SubBagian Advokasi.
C. Bid_'ang Pelayanan, membawahi :
1) Sub Bidang Pelayanan Medis;
2) §ub Bidang Pelayanan Kepérawatan;
3) Sub Bidang Pelayanan Penunjang,
d Bidang Pengembangan, membawahi ;
1) Sub Bidang Penyhsunan Program;
2) Sub Bidang Sumber Daya Rumah Sakit;
3) Sub Bidang Informasi dan Evaluasi.
e. Bidang Keuangan, membawahi : |
1) Sub Bidang Anggaran;
2) Sub Bidang Akuntansi dan Verivikasi;
f Kelompok Jabatan Puogsiooal.
(2) Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris dan masing — masing Bidang
‘ dipimbin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung
Jawab kepada Kepala Badan

| {3) Masing — masing Sub Bagian dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang -

berada dt bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

{4) Masing - masing Sub Bidang dipimpin oleh Kepala Sub Bidang yang
berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang yang
membawahi _

5) Baga:i Susunan Organisasi Badan Rumah Sakit Daerah sebagaimana
tercanfum dalam Lampiran V, dan merupakan bagian yang tidak
terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. '

- {6) Uraian tugas dan fungsi Sekretariat, Bidang, Sub Bagian dan Sub

Bidang diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

- Baglan Keenam
BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

Paragraf'l
Kedudukan, Tugas dan Pungsi
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Pasalld

(1) Badan Pehelitian dan Pengembahgén merupakan unsur penunjang: |
Pemenntah Kabupaten, dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di
bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris |
Daerah. _

(2) Badah Penelitian dan Peogembangan mempunyai tugas membantu
Bup: atl dalam penyelen ggaraan Pemenntahan Kabupaten dalam bidan 8

‘ penelltlan dan peogembangan |

(3) Dalam melaksanakan tugas sebagalmana tersebut dalam ayat (2) Pasal '
ini, Bada{l Penelitian dan Pengemb_anga_n mempunyai fungsi :
a. Perumusan kebijakan teknis dibidang penelitian dan pengembangan.

b. Pelayanan penunj'ahg benyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten

Paragiaf'2

Snsnnan Qrganisari

o Pasal 14
(1) Susunan Organisasi Badan Penelitian dan Pengembangan terdiri dari :
(1) Kepala Badan; |
(2) Sekretariat, membawahi :
I) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
2) Sub Bagian Keuang'an;
3) Sub Bagian Program, Evaluasi dan Pelaporan.
(3)Bidang Pemerintahan dan Keuangan Daerah, membawahi :
1) Sub Bidang Pemerintahan;
2) SubBidang Apafatur Pemerintahan;
3) Sub Bidang Keuangan Daerwah._
d. Bidang Ekonomi dan Pembangunan, membawahi :
1) Sub Bidang Perekonomian; -
_ 2) Sub Bidahg Pembanguham Lingkungan Hidup dan TTG;
e. Bidang Sosial Budaya dan Kemasyarakatan, membawahi
1) Sub Bidang Kesatuan Bangsa;
2) Sub Bidang Sosial Budaya dan Kemasyarakatan;
f Kelompok Jabatan Pungswnal
(2) Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris dan masing - masing Bidang
dipimpin oleh Kepala Bldang yang berada di bawah dan bertanggung . "

jawab kepada Kepala Badan.
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| . .(3) Sub Baglan masmg masing dlplmpm oleh Kepala Sub Bagian yang
- _ berada di bawah dan bertan ggung Jawab kepada Sekretaris;

(4) Sub Bldang masing - masing dipimpin oleh Kepala Sub Bidang yang
berada dl bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang yang
membawahi ; S |

(5) Bagan Susunaﬁ_ Organisasi Badan Penelitian dan Pengembangan

| sebagaimana-tercantum dalam Lampiran VL, dan merupakan bagian
yi.m.g tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini ;

© (6) Ursim tuges dan fungsi Sekretariat, Bidang, Sub Bagian dan
Sub B_i_dalng dialur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

' . | S -~ Bagian Kefnjnh |
BADAN KESATUAN BANGSA DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT

' - . | o . Paragraf i ‘
L " © " Kedadukan,Tugas dan Fungsi

Pasal 15

(1) Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat merupakan
© unsur peﬁunjang Pemerintah Kabupaten, dipimptn oleh seorang .
- Kepala yang berada di bawah dan bertanggung Jawab kepada Bupatll
. O " melalui Sekretaris Daerah '
- (2) Badan Kesatuan Bangas dan Perlmdungan Masyarakat mempunyai
tugas membantu Bupati dalam penyelenggaraan Pemerintahan
Kabupaten dalam bidang kesatuan baiigsa dan perlindungan
masyarakat.
(3)Daimn melaksanakan tugas sebagaimana tersebut dalam ayat (2)
Pasal ini, Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat -
mempunyal fungm '
a Perumusan kebijakan teknis dibidang kesatuan bangsa dan
petlindungan masyarakat. _
b. Pelayanan penunjang penyelenggaré_m Pemerintahan Kabupaten

o
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Paragrafl2
Susnnan Organisasi

Pasal 16

; (l)Suuunan Orgauisasi Badan_Keuatuan Bungsa dan Perlindungan

Masyarakat terdiri dari:
a Kepala Badan

_ b Sekretanat, membawahi :

- 1) Sub Bagian Keuangan;
'2) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
*3) Sub B-agian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan,
" ¢. Bidang Hubungan Antar Lembaga, membawahi :
‘1) Sub Bidang Hubungan Lembaga Legislatif,
.-2) Sub Bidang Hubungan Ormas Orprof dan LSM;
-3) Sub Bidang Hubungan Antar Parpol dan Pemila.
d Bldang Kesatuan Bangsa, membawahi;
,1) Sub Bldang Pembauran dan Ketahanan Bangsa;
- 2) Sub Bidang Idlologl dan Wasbang; -
'3) Sub Bidang Hak Azasi Manusm.
~ e. - Bidang Perlindungan Masyarakat, memb awahl
‘. 1) Sub Bidang Kesiagaan dan Penanggulangan,
. (2)Sub Bidang Peningkatan SDM
e Kelonﬁ:bk Jabatan Pungsional. ‘
(2) S'eid‘etarial '_'dipi'm'pin oleh Sekrptaris ‘dan masing - masing Bidang ‘
dipinipin 6leh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung
jawab kepada KepalaBadan;

- (3) Sub Bagian masing — masing dlplmpm oleh Kepala Sub Bagian yang -

berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris ;

(4) Sub Bidang masmg masing dlplmpm oleh Kepala Sub Bidang yang
berada di bawah dan bertanggung Jawab kepada Kepala Bidang )
yang me mbawahl '

(5) Bagan Susunan. Orgamsam Badau Kesatuan Bangsa dan |

Perlindungan Masyarakat sebagaimana tercantum dalam Lampiran

VII, dan merupakan bagnan yang tidak terpisahkan dari Peraturan -

Daerah ini ;

' (6) Uralan tugas dan fungsi Sekretanal, Bidang, Sub Bagian dan . |

Sub Bldang diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.
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- BAB IV |
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 17
(l) Kelom;mk Jabatan flmgslonal mempunyal tugas melaksanakan

~ sebagian tugas Pemerintah Daerah sesual dengan keahlian dan
. kebutuhan ; '

: (2) Kelompok Jabatan Fungsmnal sebagalmana tersebut pada ayat (l).'

dlpm]pm oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditimjuk ;

' (3) Jumlah Tenaga Fungsional sebagaimana tersebut pada ayat (1)

ditentukan berdasarkan kebutuhan beban kerja;
(4) Jenis dan jeojang Jabatan Fungsiolhal' sebagaimana tersebut pada
ayat (1) di atas, diatur berdasarkan peraturan perundang — undangan
yang-berlaku; |

(5) Kelompok\JabaIan Fungsional mempunyai tugas sesuai dengan.

peraturan perundang - undangan yah g berlaku.
BABY
- TATAKERJA

_ - Pasal 18
Dalam hal pimpinan satuan organsisasi berhalangan melaksanakan

* tugasnya, tugas pimpinan satuan organisasi dilaksanakan oleh pejabat yang .

ditunjuk oleh Bupati.

Pasal 19

(1) Dalam melaksanakan tugas setlap plmpman unit organisasi
dan kelompok tenaga fungsional waj jib menerapkan prinsip koordinasi,.
_hnegxitas,. dan _sinkronisasi baik dalam unit organisasi -
masing - masing maupun antar satuan organisasi laimya sesuai
dengan tugas masing ~ masing ; ‘

(2) Setiap plmpman satuan orgamsaSl Wa_]lb membina dan mengawasi
baw_ahannya masing — masing dan bila terjadi penyimpangan agar
ménﬁambil langkah - léngkah' yfmg diperlukan sesuai dengan
perundang — undangan .yang berlaku dan apabila ditemukan prestasi’
(me'lebihi-fugsi'tugas pokok) dijadikan catatan Normatif Daftar’

- Fenilaian Kepe gawaianyang bersangkutan .
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(3) Setiap pimpinan satuan orgamisasi bettanggungjawab menumpin dan
meligkoordinasikan_ bawahan masing -~ masing dan memberikan
bimi)ingan serta pelunjuk bagi pelaksanaan tugas bawsahannya

(4) Setiap pimpinan satuan orgamsasi wajib mengikuti dan mematuhi
petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing — masing dan =

* menyiapkan laporan berkala fepat padalwaktuoya.

(5) Setiap laporan yang diterima oleh satuan organisasi dari bawahannya
'wajib di_oiah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan
lapdran lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawzhan
dan tindak lanjutnya

, BAB VI
PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN
‘ DALAM JABATAN

i

Pasal _20

(1) Kepala Badan, Sekretaris dan Kepala Bidang, diangkat dan

diberhentikan oleh Bupati ;

_ (2) Kepz.lla Sub Bagian dan Kepala Sub Bidang dapat diangkat dan

diberhentikan oleh Sekretaris Daerah atas pelimpahan kewenangan
dari Bupati. |

- BABVII
PEMBIAYAAN

Pasal2l |
Segala pembiayaan yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas kedinasan

" dibebankan pada Anggaran .Pendapatan dan Belanja Daerah dan dana lain

yang sah sesuai peraturan perundang - undangan yang berlaku.

_ BAB VIII _
- PERALIHAN DAN PENUTUP

‘Pagal 22
Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah
Kabﬁpaten Pacitan Nomor 5 Tahun 2001 beserta peraturan pelaksanaanya
dinyatakz;n dicabut dan tidak berlaku lagi.



17

. Hal-hal jrang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang
mengenai teknis pelaksanaanya diatur lebih larijut dengan Keputusén
Bupati. - ‘ ' '

. | Pasal 24
-Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan,
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah

Kabupaten Pacitan.

- Ditetapkan dl : Pacitan _
Pada Tanggal : 3 Pebruari 2003

. BYPATLPACITA

L oy
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SUSUNAN ORGANISASI BADAN PERENCANAAN FEMBANGUNAN DAERAH LAMPIRANI PERATURAN DAERAH KABUPATEN PACITAN
‘ NOMOR  :4

KABUPATEN PACITAN
TANGGAL : 3 Pebruari 2003
KEPALA BADAN
KELOMPOK i
EKR AT -
SABATAN FUNGSIONAL ) R | | S fTAR' T |
I I i L | = I [ 1 ) |
- S SUB BAGIAN ' SUB BAGIAN ' A
PENYUSUNAN UMUM DAN . SUB BAGIAN
RENCANA KEGIATAN KEPEGAWAIAN | | KEUANGAN
I ] ' I
- . BIDANG BIDANG BIDANG BIDANG
PENDATAAN DAN - | ; _
PELAPORAN EKONOMI SOSIAL DAN BUDAYA FISIK DAN PRASARANA
| ] I ]
SUB BIDANG . _ SUB BIDANG SUB BIDANG -
PENGIIJJMPULAN DATA SUB BIDANG . LINGKUNGAN HIDUP,
MENTASI DAN AGAMA, PENDIDIK AN, DAN ENERGI DAN SUMBERDAYA
DOKU PERTANIAN KEBUDAYAAN MINERAL
INFORMASI
- SUB BIDANG
Astus A INDUSTRL TENAGA KERIJA, PERMUKIMAN, TATA
’ PERDAGANGAN DAN KEPENDUDUKAN DAN ,
EVALUASI DAN PEMERINTAHAN RUANG DAN TATA GUNA
. . KERJASAMA " PARIWISATA . R TANAD
PEMBANGUNAN - _
: _ ~ SUB BIDANG
" SUB BIDANG - ' SUB BIDANG KESEHATAN DAN - SUB BIDANG PENGAIRAN,
' STATISTIK DAN KOPgiAS;-{ USAHAAIEECIL _ KESEJAHTERAAN SOSIAL 1 FERHUBUNGAN DAN
PELAPORAN N MENENG TELEKOMUNIKASI

A e b




SUSUNAN ORGANISASI BADAN PENGAWASAN
KABUPATEN PACITAN

KELOMPOK
JABATAN PUNGSIONAL

[ A -~ oq

LAMPIR}LN I1: PERATURAN DAERAH KABUPATEN PACITAN

NOMOR
TANGGAL : 3 Pebruari 2003

KEPALA BADAN

14

|

i -

SEKRETARIAT

.

sk o me———

P e T R I

SUB BAGIAN SUB BAGIAN
UMUM DAN SUB BAGIAM EVALUAST DAN
KEPEGAWAIAN KEUANGAN PELAPORAN
] ) ] ]
BIDANG
BIDANG BIDANG BIDANG BIDANG
PEMERINTAHAN DAN PENDAPATAN DAN KESATUAN BANGSA Kg&iﬁ%’gﬁfﬁqugﬁh
PERTANAHAN KEKAYAAN DAERAH - PEMBANGUNAN DAN KEPEGAWAIAN .
] - J | ———— I
SUB BIDANG SUB BIDANG SUB BIDANG SUB BIDANG SUB BIDANG
- PEMERINTAHAN DESA PAJAK DAN RETRIBUSI PEKERJAAN UMUM KESATUAN BANGSA, PERTANIAN,
DAN KELURAHAN DAERAH DAN PERHUBUNGAN | {71 LINMASDANHAM ] LINGKUNGAN HIDUP,
 ENERGI DAN SUMEER
DAYA MINERAL
SUB BIDANG SUB BIDANG SUB BIDANG SUB BIDANG —
L1 PEMERINTAHAN UMUM PENDAPATAN LAIN-LARN PEMBANGUNAN ADMINISTRASI SUB BIDANG
PENGUSAHA KECIL DAN
: MENENGAH
1 SUB BIDANG SUB BIDANG SUB BIDANG * SUB BIDANG S
KEPENDUDUKAN KEKAYAAN DAN PERMUKIMAN DAN - PEMBINAAN
— PERUSAHAAN DAERAH PENGEMBANGAN APARATUR SUB BIDANG
WILAYAH e PENDIDIKAN,
KEBUDAYAAN DAN
AGAMA
SUB BIDANG
- KESEHATAN DAN

KFSEJ{\‘}IIIQRAAN SOSIAL
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SUSUNAN ORGANISASI BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH LAMPIRANIII : PERATURAN DAERAH KABUPATEN PACITAN

JEn— —_—

e -

A

e

KABUPATEN PACITAN NOMOR  :4
TANGGAL : 3 Pebruan 2003
KEPALA BADAN
: KELOMPOK
JABATAN FUNGSIONAL SEKRETARIAT
C T 1T T T 117 : ; ]
- ' o SUB BAGIAN SUB BAGIAN
UMUM. DAN SUB BAGIAN PROGRAM,
KEPEGAWAIAN KEUANGAN EVALUASI DAN
PELAPORAN
BIDANG
A TS ™ -
MUTASI KEPEGAWAIAN DOKUMENTASI
] | I
SUB BIDANG SUB BIDANG SUB BIDANG
PENGADAAN DAN DOKUMENTASI DAN
TENAGA FUNGSIONAL PEMBERHENTIAN PELAPORAN
. SUB BIDANG SUB BIDANG
TENAGA STRUKTURAL DAN PEMBINAAN DAN SUB BIDANG
ADMINISTRASI PENGEMBANGAN PENGOLAHAN DATA
PEGAWA]
. SUBBIDANG SUB BIDANG
JABATAN DAN PEMINDAHAN KESEJAHTERAAN PEGAWAL
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SUSUNAN ORGANISASI BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT  LAMPIRANIV: PEPATURAN DAERAH KABUPATEN PACITAN

KABUPATEN PACITAN NOMOR r 4
' TANGGAL : 3 Pebruan 2003
KEPALA BADAN
" KELOMPOK . SEKRETARIAT
JABATAN PUNGSIONAL r ] y
_ SUB BAGIAN ' SUB BAGIAN
' R UMUMDAN SUB BAGIAN PROGRAM,
KEPEGAWAIAN KEUANGAN - EVALUASI DAN
PELAPORAN
| | | {
BIDANG BIDANG BIDANG
‘KETAHANAN SOSIAL BUDAYA DAN USAHA BIDANG PEMBERDAYAAN
: EKONOMI MASYARAKAT TEKNOLOGI TEPAT GUNA
MASYARAKAT T PEREMPUAN
! ] l I
SUB BIDANG SUB BIDANG .
SUB BIDANG
KELEMBAGAAN MOTIVASI DAN SWADAYA
MASYARAKAT GOTONG ROYONG PENGEMBANGAN DAN SUB BIDANG
KERJASAMA TTO KESETARAAN GENDER
) SUB BIDANG " SUB BIDANG
) PENGEMBANGAN SDM DAN BANTUAN PEMBANGUNAN SUB BIDANG SUB BIDANG
_ KAWASAN TERTINGGAL DAN PERKREDITAN '
: PEMASARAN PEMASYARAKATAN DAN PENINGKATAN KUALITAS
BANTUANTTG DAN PERLINDUNGAN
SUB BIDANG PEREMPUAN
PENGEMBANGAN DAERAH Usili'a E};‘%ﬁgm
KERJA PEMBANGUNAN AST ARAKAT

W e e

e m . b a cgn s WA el Al e 1 U N g = T 1 - gl 12

o b Armrm e ain e iy v M s e s ¢ ke T T A fwaen g e

A




—— L —————

o e il L 1 il e T g mmimr s

SUSUNAN ORGANISASI BADAN RUMAH SAKIT DAERAH
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LAMPIRAN V : PERA'IURAN DAERAH KABUPATEN PACITAI‘

NOMOR  :4
KABUPATEN PACITAN TANGGAL  : 3 Pebruari 2003
KEPALA BADAN
KELOMPOK .
JABATAN FUNGSIONAL SERRETARIAT
1 [t 4 - [ ]
SUB BAGIAN SUB BAGIAN SUB BAGIAN
UMUM KEPEGAWAIAN 'ADVOKASI
i _ 5
BIDANG ~ BIDANG BIDANG
"PELAYANAN - PENGEMBANGAN - KEUANGAN
I - ) : I
SUB BIDANG SUB BIDANG . ' SUB BIDANG
PELAYANAN MEDIS PENYUSUNAN PROGRAM ANGGARAN
SUB BIDANG SUB BIDANG
PELAYANAN SUMBER DAYA RUMAH
: - SUB BIDANG
KE?ERAWATAN SAKIT AKUNTANSI DAN
VERIVIKASI
SUB BIDANG . SUB BIDANG
PELAYANAN INFORMASI DAN EVALUASI
PENUNJANG
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SUSUNAN ORGANISASI LAMPIRAN VI : PERATURAN DAERAH KABUPATEN PACITAN
BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN NOMOR -4
_.KABUPATEN PACITAN TANGGAL : 3 Pebruan 2003
KEPALA BADAN
KELOMPOK SEKRETARIAT
JABATAN FUNGSIONAL : : .
N O I SUB BAGIAN SUB BAGIAN
| _ UMUM DAN SUB BAGIAN PROGRAM, EVALUASI
KEPEGAWAIAN KEUANGAN DAN PELAPORAN
BIDANG BIDANG BIDANG
PEMERINTAHAN DAN EKONOMI DAN SOSIAL BUDAYA DAN
KEUANGAN DAERAH PEMBANGUNAN KEMASYARAKATAN
SUB BIDANG SUB BIDANG SUB BIDANG
PEMERINTAHAN PEREKONOMIAN KESATUAN BANGSA
SUB BIDANG .
APARATUR SUB BIDANG SUB BIDANG
PEMERINTAHAN Lmaimiwﬁg'nm SOSIAL BUDAYA DAN
A
TEKNOLOGI TEPAT GUNA KEMASYARAKATAN
SUB BIDANG




_ | * SUSUNAN ORGANISASI BADAN KESATUAN BANGSA DAN
I , " t.  PERLINDUNGAN MASYARAKAT |
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- LAMPIRAN VII : PERATURAN DAERAH KABUPATEN PACITAN
‘NOMOR

KABUPATEN PACITAN TANGGAL  : 3 Pebruari 2003
KEPALA BADAN
KELOMPOK
JABATAN FUNGSIONAL - SERRETARAT
'SUB BAGIAN SUBBAGIAN | | prniaAalN.
KEUANGAN UMUM DAN EVALUASI DAN
KEPEGAWAIAN PELAPORAN
1 '
BIDANG BIDANG . BIDANG .
HUBUNGAN ANTAR LEMBAGA KESATUAN BANGSA PERLINDUNGAN MASYARAKAT
] | )
SUB BIDANG . SUBBIDANG SUB BIDANG
S HUBUNGAN LEMBAGA PEMBAURAN DAN KESIAGAAN DAN
P | - . LEGISLATIF KETAHANAN BANGSA . PENANGGULANGAN
SUB BIDANG SUB BIDANG .
HUBUNGAN ORMAS, ORFROF | : SUB BIDANG .
' SUB BIDANG -
- HUBUNGAN ANTAR PARPOL - SUBBIDANG
: . DANPEMILU = ° HAK AZASI MANUSIA -
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